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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 68 TAHUN 2012 

TENTANG 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5250); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL. 
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BAB I 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 
(1) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. 

(2) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Jenderal. 

Pasal 2 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan 
dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat 
Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

b. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis 
operasional; 

c. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan 
antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan 

d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, 
keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di 
lingkungan Komisi Yudisial. 

BAB II 

ORGANISASI 
Pasal 4 

(1) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) 
biro dan 1 (satu) pusat. 

(2) Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan 
masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. 

(3) Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok 
jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) subbidang. 

Pasal 5 
Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat diangkat pejabat 
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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